
 
 
 
 

FLASH BACK KEGIATAN 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

TAHUN 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Bulan Januari 2016 

 

Bupati Launching Website Desa se-Kecamatan Sumberrejo 

 

Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, Selasa (12/1), meluncurkan website 26 desa di Kecamatan 
Sumberrejo, yang diproyeksikan menjadi percontohan website desa untuk mendorong keterbukaan 
informasi publik. 

ά5ǳƴƛŀ ǎŜƪŀǊŀƴƎ ǎǳŘŀƘ ōŜǊǳōŀƘΦ 5ŀƭŀƳ ƳŜƴƎŜƳōŀƴƎƪŀƴ ǇŜƭŀȅŀƴŀƴ ƪŜǇŀŘŀ ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘ Řƛƭŀƪǳƪŀƴ 
melalui teknologƛ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛΣέ ƪŀǘŀƴȅŀΣ ŘŀƭŀƳ ŀŎŀǊŀ ǇŜƭǳƴŎǳǊŀƴ ǿŜōǎƛǘŜ ŘŜǎŀ Řƛ YŜŎŀƳŀǘŀƴ 
Sumberrejo. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan website desa harus mengupdate data atau informasi mingguan, 
bahkan kalau bisa harian. 

άYŀƳƛ Ƴƛƴǘŀ ǎŜƳǳŀ ƪŜŎŀƳŀǘŀƴ Řƛ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ƳŜƴŎƻƴǘƻƘ {umberrejo dalam pengembangan 
ǿŜōǎƛǘŜ ŘŜǎŀΣέ ƘŀǊŀǇƴȅŀΦ Lŀ ƧǳƎŀ ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴ ōŀƘǿŀ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ŀƪŀƴ ƧŀŘƛ ǇǊƻȅŜƪ ǇŜǊŎƻƴǘƻƘŀƴ ƻǇŜƴ 
data elektronik pemerintahan dunia. 

Camat Sumberrejo, Ilham menjelaskan dalam mengembangkan website desa di wilayahnya 
dilakukan dengan mengalokasikan anggaran melalui APBDes. 

ά{ǳŘŀƘ ǎŜƳǳŀ ŘŜǎŀ όнс ŘŜǎŀύ Řƛ YŜŎŀƳŀǘŀƴ {ǳƳōŜǊǊŜƧƻ ƻƴƭƛƴŜΣέ ƪŀǘŀƴȅŀΣ ƳŜƴŜƎŀǎƪŀƴΦ 

Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro menambahkan website desa adalah sebagai sarana keterbukaan 
informasi publik di pemerintahan desa, nantinya semua informasi bisa diakses melalu web desa. 
(*/mcb) 



Bulan Pebruari 2016 

 

Pemohon Dokumentasi Informasi di Bojonegoro Meningkat 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan 
permintaan dokumen informasi terkait kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran 
pemkab dari masyarakat dalam dua bulan terakhir mencapai 10 pemohon. 
άtŜǊƳƛƴǘŀŀƴ ŘƻƪǳƳŜƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ƪƛƴŜǊƧŀ {Yt5 ǘŀƘǳƴ ƛƴƛΣ ǎŜōŀƎƛŀƴ Řƛ ŀƴǘŀǊŀƴȅŀΣ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ 
pemohon yang mengajukan keōŜǊŀǘŀƴΣ ƪŀǊŜƴŀ ǇŜǊƳƻƘƻƴŀƴƴȅŀ ōŜƭǳƳ ǘŜǊǇŜƴǳƘƛ ǎŜƳǳŀΣέ ƪŀǘŀ 
Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur di Bojonegoro, Senin. 
Ia mencontohkan salah satu pemohon yang belum bisa terpenuhi yaitu dari lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), karena meminta dokumen informasi kontrak kerja berbagai kinerja di SKPD 
pemkab. 
ά5ƻƪǳƳŜƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ȅŀƴƎ ŘƛƳƛƴǘŀ ŀŘŀ оп ōǳƪǳΣ ǎŜƘƛƴƎƎŀ ƪŀƳƛ ƘŀǊǳǎ ƳŜƴƎǳƳǇǳƭƪŀƴ ǎŀǘǳ ǇŜǊǎŀǘǳΣέ 
jelas dia. 
Menurut dia, pemkab, berkewajiban memenuhi permintaan dokumen informasi dari pemohon, bisa 
dari perseorangan atau LSM, karena merupakan amanat UU No.8 tahun 2014 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 
Di Bojonegoro, lanjut dia, pelaksanaan UU itu, didukung dengan Peraturan Bupati (Perbup) 
Bojonegoro No. 40 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). 
Di dalam perbup itu, lanjut dia, permintaan dokumen informasi yang secara langsung ditangani PPID. 
Lainnya, lanjut dia, keterbukaan informasi publik, juga bisa melalui dialog Jumat, pesan singkat 
telepon selular di 1708, halo bupati, dan ke Radio Malowopati, milik pemkab. Jumlah masyarakat 
yang memanfaatkan berbagai saluran itu, rata-rata ratusan orang, per tahunnya, sejak 2008 lalu. 
άtŜǊƳƛƴǘŀŀƴ ŘƻƪǳƳŜƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ōƛǎŀ ǎŀƧŀ ŘƛǘƻƭŀƪΣ ƪŀƭŀǳ ƪƛƴŜǊƧŀ {Yt5 ȅŀƴƎ ōŜǊǎŀƴƎƪǳǘŀƴ ōŜƭǳƳ 
diaudƛǘ .ŀŘŀƴ tŜƳŜǊƛƪǎŀ YŜǳŀƴƎŀƴ ό.tYύΣέ ƧŜƭŀǎ ŘƛŀΦ 
Di lain pihak, lanjut dia, pemohon juga memiliki hak mengajukan gugatan sengketa informasi publik, 
kepada Komisi penyiaran Jawa Timur, kalau tidak puas dengan dokumentasi informasi yang diterima. 
ά!Řŀ ƪŜŎŜƴŘŜǊungan permintaan dokumen informasi semakin meningkat, sebab tahun lalu dalam 
ǎŜǘŀƘǳƴ Ƙŀƴȅŀ мр ǇŜƳƻƘƻƴΣέ ǳŎŀǇƴȅŀΦ 



Sesuai data, lanjut dia, permintaan dokumentasi informasi tahun lalu, antara lain, data realisasi 
anggaran 2013, data nama lembaga pendidikan SLTA, juga nama sisanya, pada 2015 dan data 
pemberhentian guru tidak tetap (GTT). 
άtŜǊƳƛƴǘŀŀƘ ǇŜƳƻƘƻƴ ǘŜǊƪŀƛǘ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀǎƛ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ǘŀƘǳƴ ƭŀƭǳ ǎŜƳǳŀƴȅŀ ōƛǎŀ ǘŜǊǇŜƴǳƘƛΣέ ƪŀǘŀƴȅŀΣ 
menegaskan. 
sumber : 
antara ( http://www.antarajatim.com/lihat/berita/173109/permintaan-dokumen-informasi-di-
bojonegoro-10-pemohon ) 
 

 

Bulan Maret 2016 

PPID Bojonegoro Menyampaikan Laporan Tahunan  
Ke Komisi Informasi 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur 
menyampaikan laporan layanan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) 
pada Selasa (22/3). Penyampaian laporan tersebut diterima langsung oleh Ketua KI Jatim Ketty Tri 
Setyorini, Wakil Ketua Zulaikha dan Anggota Isrowi Farida. 
Kusnandaka didampingi Djoko menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi PPID Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) dan SK Bupati Bojonegoro No 54 Tahun 2011 tentang PPID dalam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang transparan. 
Menurut Kusnandaka, Kabupaten Bojonegoro telah memulai keterbukaan informasi sebelum adanya 
¦¦ YLtΦ YŜǘŜǊōǳƪŀŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ Ǉǳōƭƛƪ ƳŜƭŀƭǳƛ ά{ƻōƻ tŜƴŘƻǇƻέ ŘŀƭŀƳ ōŜƴǘǳƪ ŘƛŀƭƻƎ Ǉǳōƭƛƪ ǘŜƭŀƘ 
dilakukan sejak 14 aŀǊŜǘ нллу ƘƛƴƎƎŀ ǎŜƪŀǊŀƴƎΦ άaŜƪŀƴƛǎƳŜ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ǎŜŎŀǊŀ ŘƛŀƭƻƎƛǎ ǘŜƭŀƘ 
ƳŜƴƧŀŘƛ ƪŀƧƛŀƴ ŘŀǊƛ ōŜǊōŀƎŀƛ tŜǊƎǳǊǳŀƴ ¢ƛƴƎƎƛ όt¢ύ ŘŀƭŀƳ Řŀƴ ƭǳŀǊ ƴŜƎŜǊƛΣέ ƪŀǘŀ YǳǎƴŀƴŘŀƪŀ ȅŀƴƎ 
juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro. 
Pada tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro menperoleh penghargaan PPID Terbaik ke-2 tingkat 
Kabupaten se Jawa Timur dari KI Jatim, setelah Kabupaten Blitar, pada ajang PPID Award 2015. 



Karena prestasinya tersebut, masyarakat Bojonegoro dapat berbangga karena pada tahun 2016, 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diikutkan kompetisi Open Goverment Indonesia(OGI). 
Mengenai layanan informasi,selama tahun 2015,  Kabupaten Bojonegoro telah melayani sejumlah 
permohonan informasi. Dari permohonan informasi tersebut, 9 (53%) pemohon berasal dari NGO 
ataǳ /{hΣ ǎŜŘŀƴƎƪŀƴ т όпт҈ύ ǇŜƳƻƘƻƴ ōŜǊŀǎŀƭ ŘŀǊƛ ǇŜǊǎŜƻǊŀƴƎŀƴκƛƴŘƛǾƛŘǳΦ ά{ŀŀǘ ƛƴƛΣ ƪŀƳƛ ǎŜŘŀƴƎ 
ƳŜƭŀȅŀƴƛ ǇŜǊƳƻƘƻƴŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ŘŀǊƛ ǎŜƻǊŀƴƎ ƛōǳ ǊǳƳŀƘ ǘŀƴƎƎŀΣ ȅŀƴƎ ƳŜƳƛƴǘŀ ŘƻƪǳƳŜƴ ƪƻƴǘǊŀƪΣέ 
papar Kusnandaka. 
Menanggapi hal tersebut, Ketua KI Jatim Ketty, mengapresiasi Laporan Layanan Informasi Publik 
yang disampaikan ke Komisi Informasi. Sebagaiman diatur dalam pasal 36, PERKI No. 1 tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan laporan paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah taƘǳƴ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ŀƴƎƎŀǊŀƴΦ ά¢ŀƘǳƴ ƛƴƛΣ ǎǳŘŀƘ ōŀƴȅŀƪ .ŀŘŀƴ tǳōƭƛƪ ȅŀƴƎ 
ƳŜƴȅŀƳǇŀƛƪŀƴ [ŀǇƻǊŀƴ ¢ŀƘǳƴŀƴ [ŀȅŀƴŀƴ LƴŦƻǊƳŀǎƛ tǳōƭƛƪ ƪŜ YLΣέ ƪŀǘŀ YŜǘǘȅΦ 
Sumber : Komisi Informasi Jawa Timur 

 

Bulan April 2016 

1. Bojonegoro Gelar Diklat PPID 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar pendidikan dan pelatihan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diikuti 80 peserta dari jajaran satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD), mulai Minggu, (2/4) sampai Sabtu, (9/4). 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di 
Bojonegoro, Senin, mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PPID ini, untuk  
meningkatkan kemampuan pejabat yang membidangi PPID, dalam memberikan pelayanan informasi 
publik. 



Apalagi, lanjut dia, Bojonegoro, Bojonegoro terpilih sebagai perncontohan keterbukaan 
tŜƳŜǊƛƴǘŀƘŀƴ Řƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ƻƭŜƘ ǎŜōǳŀƘ ƭŜƳōŀƎŀ ȅŀƛǘǳ άhǇŜƴ DƻǾŜǊƴƳŜƴǘ LƴŘƻƴŜǎƛŀέ όhDLύ ōŜǊǎŀƳŀ 
DKI dan Banda Aceh. 
άYŀƭŀǳ ƳŜƳŀƴƎ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻΣ .ŀƴŘŀ !ŎŜƘ ŀǘŀǳ 5YLΣ  ōƛǎŀ ǘŀƳpil terbaik di Indonesia, maka akan maju 
ƪŜ ǘƛƴƎƪŀǘ ŘǳƴƛŀΣέ ƧŜƭŀǎ ŘƛŀΦ 
Ia menyebutkan keterbukaan informasi publik di tingkat dunia ditangani sebuah lembaga non 
tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ŘŜƴƎŀƴ ƴŀƳŀ άhǇŜƴ DƻǾŜǊƴƳŜƴǘ tŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇέ όhDtύΣ ȅŀƴƎ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ƎŀōǳƴƎŀƴ ŘŀǊƛ 
60 negara. 
Dengan masuknya Bojonegoro sebagai model keterbukaan Pemerintahan di Indonesia, katanya, 
Bupati Bojonegoro Suyoto, nantinya akan menyampaikan pola keterbukaan informasi publik ke 
daerah lainnya di Tanah Air. 
άYŀƭŀǳ ƳŀƧǳ ƪŜ ǘƛƴƎƪŀǘ ŘǳƴƛŀΣ ōŜǊŀǊǘƛ ǇŜƧŀōat daerah setempat harus memberikan materi 
ƪŜǘŜǊōǳƪŀŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ Ǉǳōƭƛƪ ƪŜǇŀŘŀ ƴŜƎŀǊŀ ƭŀƛƴƴȅŀ Řƛ ŘǳƴƛŀΣέ ǳƧŀǊƴȅŀΦ5ƛǊƛƴȅŀ ƳŜƴŀƳōŀƘƪŀƴ ŘŀƭŀƳ 
pendidikan dan pelatihan PPID itu, untuk pemberi materi selain dari Komisi Informasi, juga jurnalis. 
Pendidikan dan pelatihan PPID dibuka langsung Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga dihadiri Wakil 
Bupati (Wabup) Setyo Hartono, juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Soehadi Moelyono. (MC 
Bojonegoro) 

2. Bojonegoro Terpilih sebagai Percontohan Pemerintah 
Daerah Terbuka Open Government Partnership 
 

 

YŀōǳǇŀǘŜƴ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ǘŜǊǇƛƭƛƘ ƳŜǿŀƪƛƭƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ǎŜōŀƎŀƛ ŘŀŜǊŀƘ ǇŜǊŎƻƴǘƻƘŀƴ ǇŀŘŀ ŀƧŀƴƎ άhǇŜƴ 
DƻǾŜǊƴƳŜƴǘ tŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇ όhDtύ {ǳōƴŀǘƛƻƴŀƭ DƻǾŜǊƴƳŜƴǘ tƛƭƻǘ tǊƻƎǊŀƳέ ŀǘŀǳ tŜǊŎƻƴǘƻƘŀƴ 
Pemerintah Daerah Terbuka. Berita baik ini akan segera diumumkan resmi oleh Sekretariat OGP 
dalam waktu dekat. Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi 
(Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar 
di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini. Dua pemerintah daerah lain di Indonesia yang 
turut mendaftar antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh. 
Kedua pemerintah daerah sudah menyatakan kesiapan mereka dalam jejaring kerja OGP sebagai 
ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, dan inovasi terkait pemerintah yang terbuka. Proses 
selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan 
pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini 
akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah 
yang sudah ada. Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan 
melibatkan partisipasi aktif publik. Sebagai salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus 
membuka proses pemantauan pencapaian RAD dengan masukan publik. Direktur Aparatur Negara, 



Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), 
wŀŘŜƴ {ƛƭƛǿŀƴǘƛ ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴΣ άtŜƳŜǊƛƴǘŀƘ Ǉǳǎŀǘ ƘŀǊǳǎ ƳŀƳǇǳ menangkap, menghargai, dan 
membantu mengembangkan setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh rekan-rekan di daerah. Hanya 
dengan demikian kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun 
ƛƴǎǘŀƴǎƛ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ Ǉǳǎŀǘ ƭŀƛƴƴȅŀΦέ [ŜōƛƘ ƭŀƴƧǳǘ, Siliwanti menambahkan bahwa upaya ini juga 
sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang 
mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Bupati Bojonegoro, Suyoto, telah 
mengukuhkan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemerintah Daerah Terbuka OGP. Ia 
ƳŜƴƎŀǘŀƪŀƴΣ άYŀƳƛ ƳŜƳŀǎǘƛƪŀƴ ƧŀƧŀǊŀƴ ƪŀƳƛ ŀƪŀƴ ǎƻƭƛŘ ŘŀƭŀƳ ƳŜƴƧŀƳƛƴ ƪŜǘŜǊōǳƪŀŀƴ Řŀƴ 
partisipasi publik di pemerintahan daerah. Keterbukaan itu sangat penting artinya untuk menjaga 
kepercayaan publik pada pemkab. Dimana kepercayaan itu akan menentukan partisipasi publik 
ŘŀƭŀƳ ǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴέ 
Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka OGP ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak 
kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung 
kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana 
dicanangkan oleh setiap negara anggotanya. OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk 
mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola 
pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi.  
Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. OGP 
melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemerintah daerah perlu diberi dukungan ekstra 
untuk membantu menyebarluaskan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas. Semangat 
keterbukaan ini diharapkan dapat turut mendorong Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak 
pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Itulah yang 
menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan ini. Proses seleksi OGP Subnational 
Government Pilot ini diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP. 
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, 
ƳŜƴȅŀƳōǳǘ ōŀƛƪ ǘŜǊǇƛƭƛƘƴȅŀ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ǎŜōŀƎŀƛ ǇŜƭƻǇƻǊ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ŘŀŜǊŀƘ ǘŜǊōǳƪŀΦ άtŜƳŜǊintah 
daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, 
maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 
400-рлл ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ƪŀōǳǇŀǘŜƴ Řŀƴ ƪƻǘŀ Řƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀΦέ 
Lebih ƭŀƴƧǳǘ {ǳƎŜƴƎ ƳŜƴŀƳōŀƘƪŀƴΣ άLƴŘƻƴŜǎƛŀ ǎŜōŀƎŀƛ ǎŀƭŀƘ ǎŀǘǳ ƴŜƎŀǊŀ ǇŜƴŘƛǊƛ hDt ǎŜƪŀƭƛƎǳǎ 
steering committee OGP perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat 
bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di manapun. Karena 
itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory bukan 
optional. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable 
Development Goals (SDGs), terutama pada Tujuan 16 tenǘŀƴƎ ΨƪŜŀŘƛƭŀƴΣ ǇŜǊŘŀƳŀƛŀƴΣ Řŀƴ ǘŀǘŀ 
ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘŀƴ ȅŀƴƎ ŀƪǳƴǘŀōƭŜΩΦέ 
INFID dan Kelompok Masyarakat Sipil lainnya seperti Yayasan TIFA, Transparency International 
Indonesia, Medialink, dan FITRA terus mendorong pemerintahan terbuka di semua lini. 
sumber : opengovindonesia.org 
 

 

 

 

 

 



Bulan Mei 2016 

Buku Inovasi Dasa Wisma Bukti Sinergitas PKK Kabupaten 
Bojonegoro Dengan Pemerintah 

 

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, punya 
cara jitu mendokumentasikan dan mengevaluasi setiap kegiatannya. Caranya, pelbagai kegiatan 
setiap keluarga dicatat di buku Dasa Wisma oleh Ibu-Ibu aktivis desa/kelurahan yaitu kader PKK dasa 
wisma hingga PKK desa. 
Hasilnya, pengurus PKK di Kabupaten Bojonegoro ini, bisa mudah melihat potret kegiatan penggerak 
dari tingkat kecamatan hingga di desa/kelurahan dan utamanya dapat memotret perkembangan 
kualitas SDM di tingkat desa melalui Program buku data dasawisma yang sudah dimulai tahun 2014-
2015 dan yang tengah berjalan, tahun 2016 ini.  Buku ini, berpatokan pada proyeksi Pembangunan 
Bojonegoro ke depan, yang tertuang di Program Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC) yang digagas 
Bupati Bojonegoro Suyoto. 
Menurut  Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, bahwa buku yang digagasnya 
ini bagian dari program inovasi dan unggulan PKK Kabupaten Bojonegoro. Karena dengan cara 
pendataan inilah Pemerintah dapat menolong rakyatnya. 
άYŀǊŜƴŀΣ ŘŀǇŀǘ ƳŜƭƛƘŀǘ ǇƻǘǊŜǘ Ǌŀƪȅŀǘƴȅŀ ŘŜƴƎŀƴ ƴȅŀǘŀ Řŀƴ ǘŜǊǳǇŘŀǘŜ ǘƛŀǇ ōǳƭŀƴƴȅŀΦ 5ŀƴ tYY ƛƪǳǘ 
membantu pemerƛƴǘŀƘ  ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎƎŜǊŀƪƪŀƴ ƪŜƭǳŀǊƎŀ ǎǳǇŀȅŀ ōŜǊŘŀȅŀ ƭŜōƛƘ ōŀƛƪΣέ ǳƧŀǊƴȅŀ ǇŀŘŀ 
Kanalbojonegoro di acara  dasawisma di Kecamatan Purwosari (24/5). 
Menurutnya, tim penggerak PKK ada di masyarakat sekaligus bagian dari masyarakat. Apalagi, yang 
disebut dasawisma itu adalah 10 rumah yang ada di lingkungan warga. Selain itu, PKK merupakan 
tim penggerak pemberdayaan  kesejahteraan keluarga dan tentu punya tujuan mulia. Yaitu 
menggerakkan keluarga agar sehat, cerdas, mandiri, bahagia dan sejahtera. 
Dengan tujuan seperti itu, lanjutnya, PKK hadir harus membantu Pemerintah untuk mewujudkan 
cita-cita bersama. Yaitu masyarakat adil dan makmur dalam keluarga bahagia bisa terwujud. Oleh 
karenanya sinergitas PKK dan Pemerintah  harus terjalin dengan baik dan harmonis. 
Mahfudhoh menjelaskan, bahwa data catatan keluarga yang terangkum dalam buku data 
dasawisma, harus diisi dengan jujur dan apa adanya. Karena dengan demikian bisa mempermudah 
melihat potret kondisi desa yang sebenarnya. Kemudian di dalam datanya terdapat minimal 15 
petunjuk: Pertama, soal ekonomi keluarga, ke dua, pendidikan keluarga, ketiga kesehatan keluarga, 
keempat harmonisasi, kelima pemanfaatan pekarangan, keenam pekerjaan kepala keluarga, ketujuh 
kependudukan, kedelapan kemiskinan, sembilan pemakaian alat kontrasepsi, 10 kepemilikan 
jamban, 11 yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), 12 pengangguran ,13  



jaminan hari tua seperti apakah keluarga punya jaminan asuransi dan 14 menyangkut surat-surat 
penting keluarga seperti punya akte kelahiran dan sebagainya. 
άYŜƭƛƘŀǘŀƴƴȅŀ ǎŜǇŜƭŜΣ ǘŀǇƛ ǎŀƴƎŀǘ ǇŜƴǘƛƴƎΣέ ǘǳƪŀǎƴȅŀΦ 
Harapan kedepannya, pemerintah dapat menggunakan data ini sebagai salah satu bahan acuan 
dalam merencanakan program kerja kedepan yg berkelanjutan, hingga pd saatnya potret desa dapat 
ƭŜōƛƘ ōŀƛƪΣ {5aƴȅŀ ōŜǊƪǿŀƭƛǘŀǎΦ άLǘǳƭŀƘ ƴŀƳŀƴȅŀ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ aŀǘƻƘΣέ ǘŀƴŘŀǎ ǿŀƴƛǘŀ ƛǘǳΦ 
 
Kepala Kelurahan Klangon, Bojonegoro, Joko Tri Cahyono mengatakan, buku data dasawisma 
bermanfaat untuk mempermudah profil  desa/kelurahan. Misalnya soal pendidikan keluarga, 
ƪŜǎŜƘŀǘŀƴ Řŀƴ ǇŜƪŜǊƧŀŀƴΦ άYƛǘŀ ōŜǊƘŀǊŀǇ Řŀǘŀ ŘŀǎŀǿƛǎƳŀ ƛƴƛ ǘŜǊǳǎ ǳǇŘŀǘŜΣέ ǘŜƎŀǎƴȅŀ ǇŀŘŀ 
Kanalbojonegoro, Senin (30/5). 
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetya mengatakan, 
program buku data dasawisma, aksesnya akan dimudahkan lewat program internet di desa-desa. 
Nantinya, data dasawisma bisa terus didukung oleh beberapa komunitas seperti Relawan Teknologi 
LƴŦƻǊƳŀǎƛ Řŀƴ YƻƳǳƴƛƪŀǎƛ όw¢LYύ Řŀƴ YƻƳǳƴƛǘŀǎ .ƭƻƎƎŜǊ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻΦ άWŀŘƛΣ ƪŜƎƛŀǘŀƴ Lōǳ-Ibu PKK, 
bisa muŘŀƘ ŘƛŀƪǎŜǎ ŘƛƎƛǘŀƭΣέ ǘŜƎŀǎƴȅŀ ǇŀŘŀ YŀƴŀƭōƻƧƻƴŜƎƻǊƻΦ 
Kusnandaka mencontohkan, selama ini kegiatan Ibu-ibu PKK jarang termonitor karena kurang 
publikasi. Padahal, kegiatan PKK itu menyebar dari tempat di kota-kota hingga di pelosok desa. Di 
Kecamatan Margomulyo misalnya, Ibu-ibu membuat program bayi sehat. Tetapi karena jarak 
tempuh Kota Bojonegoro-Margomulyo, sekitar 70 kilometer, kegiatan Ibu-ibu PKK, jarang diketahui 
ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘΦ bŀƳǳƴΣ ŘŜƴƎŀƴ ƪŜƳŀƧǳŀƴ ǘŜƪƴƻƭƻƎƛΣ ƪŜƎƛŀǘŀƴ ƛƴƛ ōƛǎŀ ŘƛƪŜǘŀƘǳƛΦ  άhǊŀƴƎ WŀƪŀǊǘa dan 
ƭǳŀǊ bŜƎŜǊƛ ōƛǎŀ ǘŀƘǳΣέ ƛƳōǳƘƴȅŀΦόϝκƳŎōύ 
 

Bulan Juni 2016 

DPRD Bojonegoro Susun Raperda KIP 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tengah menyusun Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, salah satunya Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP). 
 
Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan, raperda ini merupakan usulan Komisi A dan 
memasuki tahapan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) pada akhir Mei lalu. 



 
ά5ŀƭŀƳ CD5 ǘŜǊǎŜōǳǘΣ ƪŀƳƛ ƳŜƴƎǳƴŘŀƴƎ ǇƛƘŀƪ ǘŜǊƪŀƛǘ Ƴǳƭŀƛ ŘŀǊƛ {Yt5Σ ƛƴǎǘŀƴǎƛΣ [{a ǎŜǊǘŀ 
masyarakat untuk meƴȅŀƳǇŀƛƪŀƴ Ƴŀǎǳƪŀƴƴȅŀ ǘŜǊƘŀŘŀǇ wŀǇŜǊŘŀ YLt ƛƴƛΣέ ƛƳōǳƘƴȅŀΣ {Ŝƴƛƴ όмоκсύΦ 
Dia mengatakan, pada penyusunan naskah akademik Raperda ini dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga. 
 
Pengaturan keterbukaan informasi publik di daerah ini, lanjut Anam, bertujuan untuk menjamin hak 
warga masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 
publik, dan proses pengambilan keputusasn publik serta alasan pengambilan suatu keputusan 
publik. 
 
ά{ŜǊǘŀ ƳŜǿǳƧǳŘƪŀƴ ǇŜƴȅŜƭŜƴƎƎŀǊŀŀƴ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘŀƴ ȅŀƴƎ ōŀƛƪΣ ȅŀitu keterbukaan, efektif dan 
ŜŦƛǎƛŜƴΣ ŀƪǳƴǘŀōŜƭ ǎŜǊǘŀ ŘŀǇŀǘ ŘƛǇŜǊǘŀƴƎƎǳƴƎƧŀǿŀōƪŀƴΣέ ǇǳƴƎƪŀǎƴȅŀΦόŘǿƛκƳŎōύ 
 

Bulan Juli 2016 

1. Bupati Bojonegoro Suyoto Menjadi pembicara  dalam 
acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian 

PANRB di Jakarta, Pada 19 Juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Di awal masa jabatannya tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suyoto dihadapkan banyak permasalahan 
di daerahnya. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro rendah, infrastruktur rendah sehingga 
masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan memiliki sejarah panjang dalam 
kemiskinan (endemic proverty). 
Masyarakat Bojonegoro sepertinya sudah memiliki stigma dan selalu berpikir bahwa birokrat selalu 
melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan insfrastruktur yang dibangun Pemda Bojonegoro selalu cepat 
ǊǳǎŀƪΦ άtŀŘŀƘŀƭ ƪƻƴŘƛǎƛ ƎŜƻƎǊŀŦƛǎ Řƛ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ƳŜƳŀƴƎ ǎŀƴƎŀǘ ƭŀōƛƭ Řŀƴ ƳŜƳōǳŀǘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ Řŀƴ 
Ƨŀƭŀƴ ƳǳŘŀƘ ǊǳǎŀƪΣέ ǳƧŀǊ {ǳȅƻǘƻ ŘŀƭŀƳ ŀŎŀǊŀ {ƻǎƛŀƭƛǎŀǎƛ [!thw-SP4N yang digelar Kementerian 
PANRB di Jakarta, Selasa (19/07). 
Ternyata kuncinya, menurut Suyoto, adalah tansparansi. Selama ini, masyarakat kurang merasakan 
kehadiran pemerintah karena tidak adanya keterbukaan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan dan 
ƪŜǇŜǊŎŀȅŀŀƴ ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ǘŜǊƘŀŘŀǇ ƪƛƴŜǊƧŀ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ǊŜƴŘŀƘΦ άYŀƭŀǳ ǘŜǊōǳƪa, 
walaupun ngga ada duit, akan dimaafkan rakyat. Kalau ditutup-tutupi, masyarakat tidak akan 
ǇŜǊŎŀȅŀ ǘŜǊǳǎΣέ ǳƧŀǊƴȅŀΦ 



Bupati yang akrab dipanggil Kang Yoto ini memilih untuk memberikan nomer HP-nya untuk 
menerima keluhan masyarakat. Dia mengatakan bahwa dari 300 sms yang diterimanya setiap hari, 
ōŜǊƛǎƛ ǳƴƎƪŀǇŀƴ ƪŜƳŀǊŀƘŀƴ ǿŀǊƎŀƴȅŀΦ ά{ŀȅŀ ǳƳǳƳƪŀƴ ƴƻƳŜǊ It ǎŀȅŀ ƭŜǿŀǘ ǊŀŘƛƻΣέ ǳƧŀǊƴȅŀΦ 
Dengan adanya keluhan masyarakat ini, muncul ide untuk manajemen informasi berbasis publik. 
ά.ŀƎŀƛƳŀƴŀ ƳŜƴƎŜƭƻƭŀ άǎǳŀǊŀ ǎŜǘŀƴέ ƪŜƳǳŘƛŀƴ ǘŜǊǿǳƧǳŘ ǎŜǎǳŀƛ ƘŀǊŀǇŀƴ ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘΣέ ǎŜǊƎŀƘƴȅŀΦ 
Kang Yoto mulai membangun pemerintahan yang terbuka. Dengan memanfaaatkan teknologi 
informasi, di internal Pemda Bojonegoro membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
Daerah (SIMDA), SIRUP dan SIPPDA. Sementara untuk eksternal, ada Sistem Monitoring (SISMON) 
Řŀƴ [!thwΦ άaǳƭŀƴȅŀ ƳŜǊŀǎŀ ǎǳƭƛǘ ƪŀǊŜƴŀ ōŜǊōŀǳ L¢Φ YŜǇŀƭŀ Řƛƴŀǎ ǎŀƧŀ ŀŘŀ ȅŀƴƎ ǘƛŘŀƪ ōƛǎŀ ŎŀǊŀƴȅŀ 
ǎƳǎΣέ ǳƴƎƪŀǇ YŀƴƎ ¸ƻǘƻ ǎŜƳōŀǊƛ ǘŜǊǎŜƴȅǳƳΦ 
Pengaduan masyarakat melalui SMS ke handphone Bupati, pos surat, email isntansi, radio, ataupun 
telepon akan diinput manual ke SMS atau aplikasi LAPOR. Kang Yoto menyadari bahwa tidak semua 
masyarakat dapat menulis, oleh karena itu difasilitasi dengan dialog yang diselenggarakan tiap hari 
WǳƳŀǘΦ άYƛǘŀ ȅŀƴƎ ŀƪǘƛŦ ƳŜƴƎƛƴǇǳǘΦ aŜƴƎŀƪƻƳƻŘƛǊ ŀǎǇƛǊŀǎƛ ǊŀƪȅŀǘΣέ ǳƧŀǊƴȅŀΦ 
Keluhan masyarakat ini dijadikan evaluasi kinerja. Masing-masing SKPD menindaklanjuti laporan 
yang masuk. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, Pemkab Bojonegoro 
kemudian memasǳƪƪŀƴƴȅŀ ƪŜ ŘŀƭŀƳ ǇǊƻƎǊŀƳ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘΦ άWŀŘƛ ƪƛǘŀ ōƛƪƛƴ Y!Y όYŜǊŀƴƎƪŀ !Ŏǳŀƴ 
Kerja) yang dimulai dari perencanaan apa yang menjadi harapan rakyat kemudian kita jadikan KAK 
Satker. Jadi money follow programΣέ ƧŜƭŀǎƴȅŀΦ 
Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa kunci kesuksesan ada pada kolaborasi empat sekawan, 
yakni pemerintah pada semua tingkatan dan kelembagaan, masyarakat, akademisi, dan pengusaha. 
Dengan adanya keterbukaan ini, dampak positif sangat terasa di Bojonegoro. Harga barang tidak 
cepat naik, penganggǳǊŀƴ ǘǳǊǳƴΣ ŀƴƎƪŀ ƪŜƳƛǎƪƛƴŀƴ ǘǳǊǳƴΦ ά{ŜƳǳŀ ƻǊŀƴƎ ƛƪǳǘ ōŜǊǇŀǊǘƛǎƛǇŀǎƛΣ ƛƴŘŜƪǎ 
ƪŜǇǳŀǎŀƴ ƴŀƛƪ ǘŜǊǳǎΣέ ƧŜƭŀǎƴȅŀ ƳŜƴŀƳōŀƘƪŀƴΦ (rr/HUMAS MENPANRB) 
 

2. Kang Yoto Berbagi Pengalaman Tentang Open 
Government Bojonegoro Pada Tanggal 21 juli 2016 di 
Manila 

 
Sebagai salah satu daerah yg diakui di tingkat internasional sebagai pemerintahan yang sukses 
menjalankan pemerintahan yang terbuka (open government), Bupati Bojonegoro, Suyoto diundang 



untuk berbagi pengalaman dengan negara lain pada acara Panel Diskusi Asian Development Bank 
and Open Government Partnership (ADB-OGP) di Manila Philipina, Kamis (21/7). 

Acara ini dimoderatori Joe Powell, Deputy CEO OGP support unit serta diikuti oleh lebih dari 100 org 
peserta dari daerah/negara yang ditetapkan menjalankan pemerintahan terbuka serta beberapa 
lembaga internasional seperti PBB, ADB, UNDP, WWF dan IDFI. 

Dalam acara ini, bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini menguraikan hakekat dari pemerintahan 
yang terbuka adalah keterbukaan akan informasi atau data, keterbukaan akses bagi rakyat dan 
keterbukaan untuk memberikan saran, menyampaikan keluhan dan berpartisipasi dalam 
ǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴΦ ά/ƻƴǘƻƘ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǎƛ ȅŀƴƎ ǎǳŘŀƘ ŘƛƧŀƭŀƴƪŀƴ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ Ƴǳƭŀƛ ǘŀƘǳƴ нллу ǎŀƭŀƘ 
satunya adalah dialog publik yang bisa diikuti siapapun, terutama warga yang menyampaikan 
ƪŜƭǳƘŀƴ Řŀƴ ǎŀǊŀƴΣέ ǘŜǊŀƴƎ Y¸Φ 

Pria berkacamata ini juga menjelaskan, proses transformasi pemerintahan di Bojonegoro didukung 
ƻƭŜƘ ŜƴŀƳ ǇƛƭŀǊ ǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ ōŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴ Řŀƴ ǘǳƧǳƘ ŜƭŜƳŜƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǎƛΦ άtŜƳŜǊƛƴǘŀƘŀƴ 
terbuka ini akan terǳǎ Řƛƭŀƪǳƪŀƴ ǎŜƛǊƛƴƎ ŘŜƴƎŀƴ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ ōŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴ ό{5DǎύΣΩ 
imbuhnya. 

5ƛǳǊŀƛƪŀƴƴȅŀΣ {5DΩǎ ǎŜƴŘƛǊƛ ƳŜƳǳŀǘ ōŜōŜǊŀǇŀ ǇǊƻƎǊŀƳΣ ŘƛŀƴǘŀǊŀƴȅŀ ŀŘŀƭŀƘΥ 

1. Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan dan infrastruktur. 
2. Perencanaan dan pengawasan yang lebih baik terkait desa membangun yang didukung 

gerakan desa sehat cerdas (GDSC) 
3. Pengelolaan anggaran yang diketahui publik hingga rincian penggunaan sebagai alat 

perencanaan anggaran yang baik. 
4. Mekanisme partisipasi publik regulasinya akan ditingkatkan dari Perbup menjadi Perda. 
5. Revolusi data. Satu data, satu kebijakan, yang up to date dan teritegrasi menunjang 

pembangunan dan kepentingan rakyat (smart city/regency). 

άLƴƛƭŀƘ ƪŜƪǳŀǘŀƴ .ƻƧƻƴŜƎƻǊƻ ǎŜōŀƎŀƛ ƪƻƭŀōƻǊŀǎƛ ǇŜƳŜǊƛƴǘŀƘ Řƛ ǎŜƳǳa tingkatan, rakyat, para 
akademisi dan pengusaha. Bahwa OGP ini telah melewati tiga fase peningkatan, keberlanjutan dan 
ƻǇǘƛƳŀƭƛǎŀǎƛΦ 5ŀƴ ¢ƘŜ ǇƻǿŜǊ ƻŦ ²Ŝ ǎŜōŀƎŀƛ ǇƻƴŘŀǎƛ ǎƛƴŜǊƎƛǘŀǎ Řŀƴ ƪƻƭŀōƻǊŀǎƛ ŀƪǎƛΣέ 
pungkasnya.(mcb) 



Bulan Agustus 2016 

1. Bupati Bojonegoro Menjadi Salah satu Pembicara dalam  
Event Data for Life 2016 yang digelar oleh Mediatrac 
pada Tanggal 30 Agustus 2016 di Ritz-Carlton, Pacific 
Place, Jakarta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati  Bojonegoro, Jawa Timur Drs. H Suyoto mengatakan  bahwa Bojonegoro merupakan 
Kabupaten pertama yang menerapkan big data. Sehingga data bisa diakses mulai dari data terendah. 
"Dengan bukti tersebut, sudah dapat dipastikan banyak orang handal di belakangnya. Jadi, semua itu 
tergantung niat kita yang ingin terus maju dan mengukir prestasi atau hanya diam dan menunggu 
mutasi," katanya di acara conference Data for Life 2016 di Ritz Carlton Ballroom, Pacific Place, Jl 
Sudirman, Jaksel, Selasa (30/8) 
Penggunaan data secara tepat penting untuk interpretasi persoalan-persoalan pembangunan di 
berbagai wilayah di Indonesia. 
Selanjutnya dikatakan Suyoto bahwa Bojonegoro merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia 
yang terpilih untuk menjadi pilot project open goverment partnership (OGP) hingga kancah dunia. 
"Bojonegoro mempunyai lima sasaran yang menjadi goal dalam mensukseskan OGP. Diantaranya, 
peningkatan layanan publik (pendidikan, kesehatan, perijinan), pembangunan infrastruktur, pemdes 
merupakan sasaran baru pemkab dalam menerapkan OGP melalui GDSC," jelasnya. 
Selain itu lanjut Bupati, juga meningkatkan transparansi anggaran, serta mekanisme akuntabilitas 
dan partisipasi publik. Transparansi adalah tahapan pertama dari proses pembangunan yang efektif 
ini. Setelah itu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat merupakan langkah selanjutnya.  Lalu 
memastikan kolaborasi dengan sejumlah stakeholders dan ahli terkait. (Doddy/SiK/elshinta.com) 
/9h aŜŘƛŀǘǊŀŎ wŜƎƛ ²ŀƘȅǳ ƳŜƴƎŀǘŀƪŀƴΣ άCŜǎǘƛǾŀƭ ƛƴƛ ƪŀƳƛ ŀŘŀƪŀƴ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳōŀƴƎǳƴ ǎŜōǳŀƘ 
ekosistem kolaborasi yang dapat membantu terbangunnya masa depan yang lebih baik. Kami 
mengajak berbagai pihak untuk berbagi dan menggali wawasan [big data] dengan para pemikir 
terbaik dari seluruh dunia dan membuktikan bahwa bangsa kita bisa berinovasi dan bersaing dalam 
bidang teknologi yanƎ ƳŀǎƛƘ ōŀǊǳ ƛƴƛΦέ 
Dalam festival ini, Meditrac menghadirkan beberapa pembicara terkemuka di bidangnya  untuk 
saling bertukar pikiran mengenai manfaat penerapan big data untuk kehidupan yang lebih baik. 



Beberapa  yang hadir di hari pertama adalah Marc Goodman (Pengarang Buku Future Crimes), 
Sangeet Choudary (CEO Platform Thinking Labs), Venzha Christiawan (New Media Artist), Sunita Kaur 
(Managing Director Spotify Asia), para pelaku startup teknologi Indonesia seperti Aidil Zulkilfi 
(UangTeman) dan Belva Devara (RuangGuru), hingga Bupati Bojonegoro Drs. H Suyoto, M.Si. 
Soyuto sendiri menyampaikan presentasi yang cukup menarik mengenai bagaimana Bojonegoro 
menerapkan Open Government Process untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang kini 
juga bekerja sama dengan Mediatrac. Mulai dari memanfaatkan platform SMS, Facebook, Radio, 
hingga Sistem LAPOR dan Open Data untuk mendengar berbagai keluhan masyarakat dan 
transparasi data. 

maupun narasumber di berbagai kesempatan kegiatan yang dilakukan NGO Nasional, dan 
study tiru komparasi dari berbagi Pemkab/Pemkot, dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
keterbukaan.  

2. Bojonegoro Gelar Pemilihan Duta Keterbukaan 
Anggaran Desa 

 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan 
Desa (DKAPD). Dari 430 desa/kelurahan di kabupaten ini, dipilih nominator yang pengelolaan 
anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat. 

Kegiatan pemilihan DKAPD pada Agustus 2016 ini baru pertama kali digelar di Kabupaten 
Bojonegoro. Tujuannya untuk meningkatkan layanan ke masyarakat dan anggaran terbuka. 




